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MOTTO 
 
“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi 
oendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran (W. B. Yeast)” 
“Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berpikir. 
(Abdullah bin Abbas)” 
“ Sahabat adalah mereka yang tahu semua kekuranganmu, namun tetap memilih 
bersamamu ketika orang lain meninggalkanmu. “ 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the treatment of Musharaka financing in 
connection with PSAK 106 at BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten. From this 
research it can be seen that whether Musharaka financing can be done correctly 
and appropriately.  
This research is a field research that takes the object of research is BMT 
Yaqawiyyu Jatinom Klaten with descriptive qualitative research methods, The 
form of words spoken or written about human behavior can be observed. Data 
were collected by interview, observation, documentation, literature study, the 
validity of research data is obtained by using triangulation theory, ie by 
comparing the results of observations, interviews and document analysis with the 
existing theory. 
The results of this study showed that overall, the accounting treatment of 
BMT Yaqawiyyu musyarakah Jatinom quite effectively through the development of 
enterprises in order to increase the income and welfare of society through 
business development. And Develop BMT Yaqawiyyu Jatinom proposed small 
business by itself reach the public. One attempt to maintain the existence of these 
is to provide a competitive interest rate on the loan customers. Interest rates are 
too high or higher than a competitor will result in the flight of customers to 
competitors. 
 
Keywords: accounting treatment, musyarakah 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan pembiayaan 
musyarakah dalam kaitannya dengan PSAK 106 pada BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Klaten.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa apakah pembiayaan musyarakah 
dapat dilaksanakan secara benar dan tepat. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mengambil onjek 
penelitian yaitu BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten dengan metode penelitian 
deskriptif kualitatif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku 
manusia yang dapat diamati. Metode pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dokumentasi, studi literature, validitas data penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan triangulasi teori, yakni dengan caramembandingkan hasil 
dari pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen dengan teori yang ada. 
           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perlakuan 
akuntansi pembiayaan musyarakah paada BMT Yaqawiyyu  Jatinom cukup 
efektif Melalui pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha. Dan  
Menumbuhkembangkan BMT Yaqawiyyu Jatinom yang diaujukan usaha kecil 
dengan sendirinya mengjangkau masyarakat.Salah satu usaha untuk 
mempertahankan keeksistensian tersebut adalah dengan memberikan tingkat yang 
kompetitif atas pinjaman nasabah yang mengakibatkan larinya nasabah ke 
pesaing. 
 
Kata Kunci: Perlakuan akuntansi, pembiayaan musyarakah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di 
dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk 
perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan 
perbakan yang bebas bunga kepada para nasabah. Terdapat perbedaan dengan 
bank pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur 
organisasi dan penggunaan system bagi hasil dan peniadaan system bunga (Saeed, 
2004 : xii). 
Pada Penelitian Sahruddin (2006), hasil penelitian ini menyebutkan, bahwa 
pembiayaan dengan prinsip musyarakah masih relatif kecil penggunaannya oleh 
masyarakah bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti qardh, 
mudharabah, dan murabahah. Masih rendahnya pelaksanaan pembiayaan proyek 
dengan prinsip musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram, dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, sulit mencari dan mendapatkan nasabah 
(mudharib) yang jujur, berkarakter baik, berintegrasi tinggi, dan pekerja keras, 
tingginya risiko yang harus ditanggung oleh bank, dan kesulitan likuiditas. Selain 
faktor-faktor tersebut, terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi rendahnya 
pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah di perbankan 
syariah, yaitu standar moral, ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil (profit 
sharing), berkaitan dengan para pengusaha, dari segi biaya, segi teknis, kurang 
menariknya sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam aktivitas 
bisnis, dan masalah efisiensi 
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Penelitian Fauzan Fahrul (2012), bahwa dalam praktik Bank Aceh Syariah 
Cabang Banda Aceh menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan 
risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 
terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. Hal yang membedakan 
penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah, bahwa penelitian saya lebih 
memfokuskan pada pembahasan penerapan atau implementasi perhitungan bagi 
hasil atas akad musyarakah dan murabahah dan tingkat risiko pembiayaan 
tersebut. 
Lembaga keuangan syariah yang telah berdiri di Indonesia antara lain : 
Bank Umum syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, 
Asuransi Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha atau aktivitas-aktivitas 
yang dilakukan oleh entitas keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan entitas 
keuangan konvensional. Keduanya sama-sama menghimpun dana dari 
masyarakat, lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai 
macam kegiatan seperti : investasi, kredit, jual-beli, pinjam-meninjam, titipan, 
gadai, dll. 
Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau 
interaksi. Secara terminologi, syirkah dalah persekutuan usaha untuk mengambil 
hak atau untuk beroperasi. IAI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah 
sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 
dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan,sedangkan kerugian 
berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi mudhaeabah transaksi 
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ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan 
transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabahadalah pembiayaan hanya 
diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang 
diperoleh berasal dari bagi hasil atau usaha yang didanai.  
Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank 
untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) 
yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak 
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam melakukan penilaian kriteria-
kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria yang harus 
dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar 
menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P(Kasmir: 2008). Adapun 
penjelasan untuk 5 C sebagai berikut: Character (karakter), Capacity 
(Kemampuan), Capital (Modal Sendiri), Colleteral (Jaminan), dan Condition 
(Kondisi). Penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7 P adalah sebagai 
berikut: Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability,dan 
Protection. 
Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang 
mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam 
musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai 
suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya 
mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah 
disepakati secara bertahap atau kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat 
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diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak   
berwujud, seperti lisensi dan hak paten. ( Harahap, 2005). 
Transaksi musyarakah secara syar‟i terdiri atas dua jenis, yaitu 
musyarakah hak milik (syirkatul amlak) dan musyarakah akad (syirkatul uqud). 
Musyarakah hak milik adalah prseketuan antara dua orang atau lebih dalam 
kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual 
beli, hibah, atau warisan. Sedangkan, musyarakah akad adalah akad kerja sama 
dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Perbedaan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat mengenai pembiayaan 
musyarakat masih rendah, yang mereka ketahui hanya pembiayaan jual beli. 
Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Yaqawiyyu Jatinom 
menunjukan bahwa pembiayaan musyarakat masih rendah di bandingkan dengan 
pembiayaan jual beli. Maka dari itu bagaimana cara BMT melakuan perlakuan 
akuntansi pembiayaan musyarakah, supaya masyarakat memahami mengenai 
pembiayaan musyarakah. 
Penelitianinidilakukan di 
olehkarenaitupenulistertarikuntukmelakukanpenelitiandenganjudul“ANALISIS 
PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH(Studi Pada 
BMT Yaqawiyyu Jatinom) “. 
1.2 . Identifikasi Masalah  
Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi 
masalahnya adalah : 
1. Masih rendahnya minat masyarakat mengenai pembiayaan musyarakah. 
5 
 
 
 
2. Sebagian besar dari masyarakat  cuma memahami mengenai pembiayaan 
berbasis jual beli. 
 
1.3. Batasan Masalah  
Agar tidak terlalu luas cakupan yang akan dibahas dan juga keterbatasan 
waktu serta kemampuan penulis, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan 
meneliti mengenai tingkat pemahaman karyawan, nasabah dan peneliti dalam 
pendanaan musyarakah psak 106. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pembiayaan musyarakah pada BMT Yaqawiyyu Jatinom? 
 
1.5. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pembiayaan  musyarakah pada BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
 
1.6.  Manfaat Penelitian 
1. Bagi BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai akuntansi 
pendanaan musyarakah psak 106. 
2. Bagi nasabah 
Diharapkan dapat memberikan tambahan mengenai pendanaan akuntansi    
musyarakah PSAK 106 kepada nasabah. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan gambaran sebagai berikut: 
BAB I. PENDAHULUAN 
 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikaasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II. LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Toeori-teori ini berfungsi untuk menganalisis data. 
BAB III. METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengambilan data, variabel-variabel penelitian, definisi operasional 
variabel,  instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data serata pembahasan hasil analisis. 
BAB V. PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Pengertian Musyarakah 
           Musyarakah adalah akad kerjasama anatara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu, dimana masing-masiing pihak memberikan kontribusi dana 
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan 
porsi berdasarkan porsi kontribusi dana. (PSAK 106 Paragraf 4). Pembiayaan 
Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 
bersama sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000). 
a. Jenis Akad Musyarakah 
   Ada dua akad musyarakah, yaitu: 
1. Musyarakah Permanen 
Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana 
setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad 
(PSAK No. 106 par. 04). Contohnya, antara mitra A dan mitra P yang 
melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah aawal masing-
masing Rp20.000.000, maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka 
masing-masing tetap Rp20.000.000.   
2. Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanaqisah 
Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian 
dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya 
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sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain 
tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. (PSAK No. 
106 par 04) contohnya, antara mitra A dan mitra P melakukan akad 
musyarakah, Mitra P Menanamkan Rp10.000.000 dan Mitra A menanamkan 
Rp20.000.000. Seiring berjalannya kerja sama akad musyarakah tersebut, 
modal mitra P Rp10.000.000 tersebut akan beralih kepada mitra A melalui 
pengalihan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. ( Yaya, 2009:151). 
b. Ketentuan Syar‟i Transakasi Musyarakah 
Pembolehan penggunaan musyarakah didasarkan pada Al-Qur‟an surat 
Shaad ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut: 
                          
              
Artinya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang laranga); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 
 
Ketentuan syar‟i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh bank syariah 
mengacu pada Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa 
tersebut, diatur berbagai hal terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak 
yang bertransaksi, objek akad musyarakat, dan biaya operasional yang 
disengketakan. 
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c. Rukun Transaksi Musyarakah 
1. Transektor 
       Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cukup 
hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan 
ketentuan syar‟i transaksi musyarakah. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 8 Tahun 
2000 disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan 
serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak 
untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam hal 
pengelolaan aset, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan msing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk 
melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, 
tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. (Yaya, 2009:152). 
2. Objek Musyarakah 
Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu: 
a. Modal 
Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang musyarakah 
disebutkan bahwa mdal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau aset 
non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan setara 
kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun 
modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, 
aaset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal 
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berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati 
oleh para mitra.   
b. Kerja 
Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi 
para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. 
Akan tetapi, kesamaan porsi kerjabukanlah syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 
c. Keuntungan dan kerugian 
Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra 
untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan 
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika 
penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal 
yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (Yaya, 
152:2009). 
3. Ijab dan Kabul 
       Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para 
pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 
Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis 
melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu 
masyarakat bisnis. 
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2.1.2. BMT Sebagai Mitra 
A. Akuntansi Pembiayaan Musyarakah 
Pada saat bank membayarkan uang tuhnnai kepada mitra (syirkah) 
           Pembiayaan musyarakah                      xxx  
Kas/Rekening mitra/Kliring                                   xxx 
Pada saat bank menyerahkan aset nonkas kepada mitra (syirkah) 
Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku: 
Pembiayaan musyarakah               xxx 
Kerugian penyerahan aset             xxx 
            Aset nonkas                                                     xxx 
Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku: 
Pembiayaan musyarakah               xxx 
Aset nonkas                                                       xxx 
Keuntungan penyerahan aset                             xxx 
Pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah 
Uang muka dalam rangka akad musyarakah    xxx 
Kas/Kliring                                                     xxx 
Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan 
musyarakah 
Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya 
pembiayaan musyarakah 
     Biaya akad musyarakah                                  xxx 
            Uang muka dalam rangka akad musyarakah            xxx 
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Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan 
musyarakah 
     Pembiayaan musyarakah                                  xxx 
          Uang muka dalam rangka akad musyarakah                xxx 
Penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah 
     Kas/Rekening mitra/Kliring                              xxx 
           Pendapatan/keuntungan musyarakah                          xxx 
Pengakuan kerugian musyarakh  
     Kas/Rekening mitra                                           xxx 
          Pembiayaan musyarakah                                              xxx 
Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra 
musyarakah lainnya 
       Kas/Rekening mitra                                         xxx 
           Pembiayaan musyarakah                                              xxx 
Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau 
penyimpangan mitra musyarakah 
          Piutang mitra jatuh tempo                            xxx 
               Pembiayaan musyarakah                                          xxx 
Pengembalian modal musyarakah nonkas dengan nilai wajar lebih rendah dari 
nilai historis 
    Aset nonkas                                                        xxx 
    Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah   xxx    
            Pembiayaan musyarakah                                             xxx 
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Pengembalian modal musyarakah nonkas dengan nilai wajar lebih tinggi dari 
nilai histori 
Aset nonkas                                 xxx 
Keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah          xxx 
Pembiayaan musyarakah                                                    xxx 
2.1.3. Akuntansi Pembiayaan Musyarakah 
Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (syirkah) 
           Pembiayaan musyarakah                      xxx 
                 Kas/Rekening mitra/Kliring                                   xxx 
Pada saat bank menyerahkan aset nonkas kepada mitra (syirkah) 
Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku: 
     Pembiayaan musyarakah               xxx 
      Kerugian penyerahan aset             xxx 
            Aset nonkas                                                     xxx 
Jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku: 
     Pembiayaan musyarakah               xxx 
             Aset nonkas                                                       xxx 
             Keuntungan penyerahan aset                             xxx 
Pengeluaran biaya dalam rangka akad musyarakah 
    Uang muka dalam rangka akad musyarakah    xxx 
                  Kas/Kliring                                                     xxx 
Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan 
musyarakah 
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Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya 
pembiayaan musyarakah 
     Biaya akad musyarakah                                  xxx 
            Uang muka dalam rangka akad musyarakah            xxx 
Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan 
musyarakah 
     Pembiayaan musyarakah                                  xxx 
          Uang muka dalam rangka akad musyarakah                xxx 
Penerimaan pendapatan/keuntungan musyarakah 
     Kas/Rekening mitra/Kliring                              xxx 
           Pendapatan/keuntungan musyarakah                          xxx 
Pengakuan kerugian musyarakh  
     Kas/Rekening mitra                                           xxx 
          Pembiayaan musyarakah                                              xxx 
Penurunan/pelunasan modal musyarakah dengan mengalihkan kepada mitra 
musyarakah lainnya 
       Kas/Rekening mitra                                         xxx 
           Pembiayaan musyarakah                                              xxx 
Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau 
penyimpangan mitra musyarakah 
          Piutang mitra jatuh tempo                            xxx 
               Pembiayaan musyarakah                                          xxx 
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Pengembalian modal musyarakah nonkas dengan nilai wajar lebih rendah dari 
nilai historis 
    Aset nonkas                                                        xxx 
    Kerugian penyelesaian pembiayaan musyarakah   xxx    
            Pembiayaan musyarakah                                             xxx 
Pengembalian modal musyarakah nonkas dengan nilai wajar lebih tinggi dari 
nilai historis 
Aset nonkas                                          xxx 
   Keuntungan penyelesaian pembiayaan musyarakah          xxx 
   Pembiayaan musyarakah                                                    xxx 
 
2.1.4. Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah (PSAK 106) 
Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada 
PSAK 106 Tahun 2007 tentang Akuntansi Musyarakah. PSAK ini menjelaskan 
tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi 
musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi investasi musyarakah 
dalam laporan keuangan. PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan 
mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha 
musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra 
tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha 
musyarakah. Berdasarkan pembedaan jenis mitra tersebut, bank syariah dalam 
skema investasi musyarakah yang diberikan cenderung masuk dalam kategori 
mitra pasif, karena tidak ikut mengelola usaha musyarakah (Yaya, 2009:155). 
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a. Definisi Musyarakah 
1. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan 
sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi. 
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk 
memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 
tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. 
3. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan 
secara kas (tunai). 
4. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad 
kerjasamabantara dua belah pihak atau lebih untuk suatu tertentu, dimana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 
kesepakatan. 
5. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset 
antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai 
dalam suatu transaksi dengan wajar. 
b. Karakteristik 
           Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal 
yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam 
musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk 
membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. 
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Mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah 
disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan 
musyarakah  dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-
kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten. 
Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam 
musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan 
jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, sedangkan dalam musyarakah 
menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, 
sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra 
akan menjadi pemilik usaha tersebut. 
        Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional 
sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva 
lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. 
Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang 
disetorkan baik berupa kas maupun aktiva lainnya.   
1. Kerjasama diantara para pemilik dana yang mencampurkan dana mereka 
untuk tujuan mencari keuntungan. 
2. Untuk membiayai suattu proyek tertentu, dimana mitra dapat 
mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang disepakati baik 
secara bertahap maupun sekaligus. 
3. Dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas dan aset non kas 
termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten. 
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4. Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra yang 
satu dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas 
kelalaian atau kesalahan yang disengaja. 
5. Keuntungan musyarakah dapat dibagi diantara mitra secara proporsional 
sesuai modal yang disetor atau sesuai nisbah yang disepakati. 
6. Kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang 
disetor.   
c. Pengakuan dan Pengukuran 
Pengakuan dan Pengukuran  Awal Pembiayaan Musyarakah 
1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tuanai atau 
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra musyarakahh. (PSAK 59, 
Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 41) 
2. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: 
(a) Pembiayaan musyarakah dalam bentuk: 
(i) Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan 
(ii) Aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat 
selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktuva non-kas, maka 
selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank 
pada saat penyerahan; dan 
(b)  Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi 
kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah 
kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 
Pengakuan Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad 
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1. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai 
sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar 
aktiva non-kas pada saat penyerahan modal musyarakah) 
setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. 
2. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai 
sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian 
pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu 
sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. 
Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan 
musyarakah yang dikembalikanndiakui sebagai keuntungan 
atau kerugian bank pada periode berjalan. 
3. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan 
pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara 
nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba sesuai 
dengan nisbah yang disepakati atau rugi sesuai dengan porsi 
modal mitra. 
4. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum 
dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo 
kepada mitra. 
Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah 
1. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank 
sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha 
musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah 
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diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 
(PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 47). 
2. Apabila pembiayaan musyarakah permanenmelewati satu 
periode pelaporan, maka: 
(a) Laba diakui dengan periode terjadinya sesuai dengan 
nisbah bagi hasil yang disepakati; dan 
(b) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut 
dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 
3. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu 
periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau 
seluruh pembiayaan, maka: 
(a) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan 
nisbah yang disepakati; dan 
(b) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara 
proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan 
mengurangi pembiayaan musyarakah. 
4. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari 
pembiayaan musyarakah yang masih perfoming diakui 
sebagai piutang kepada mitra. 
5. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian 
atau kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah, maka 
rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha 
musyarakah. 
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A. Pengakuan Bagian Bank Atas Pembiayaan Musyarakah Setelah Akad 
Penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi: 
1.  Pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas   
yang dibayarkan atau nilai wajar aset pada saat akad) setelah dikurangi dengan 
kerugian yang telah diakui; 
2.  Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya 
dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah. 
Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad diatur 
dalam PSAK 106 sebagai berikut: 
1. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai 
historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aset nonkas pada saat 
penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila 
ada. 
2. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai 
historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah 
dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, 
apabila ada. Selisih antar nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan 
musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian 
bank pada periode berjalan. 
3. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian 
seluruh atau sebagian modal maka selisih antara nilai historis dan nilai 
pengembalian diakui sebagai laba sesuai dengan nisbah yang disepakati atau 
rugi sesuai dengan porsi modal mitra. 
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4. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan 
oleh mitera diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. 
2.1.5. Saat Akad Berakhir 
Pada musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah 
adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali 
pada saat akad diakhiri. Pada saat akad diakhiri terdapat dua kemungkinan, yaitu 
nasabah mampu mengembalikan investasi musyarakah dan nasabah tidak mampu 
mengembalikan investasi musyarakah tersebut. 
1. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah 
       Kas/Rekening nasabah                                           xxx 
          Investasi musyarakah                                                         xxx 
2. Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah 
Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33 disebutkan bahwa pada saat akad 
musyarakah berakhir, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh 
mitra aktif diakui sebagai piutang. 
Piutang investasi musyarakah jatuh tempo             xxx 
             Investasi musyarakah                                                      xxx 
Jika dikemudian hari nasabah membayar piutang investasi musyarakah jatuh 
tempo, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. 
           Kas/rekening nasabah                                            xxx 
               Piutang investasi musyarakah jatuh tempo                       
xxx 
Penyajian Transaksi Musyarakah 
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Berdasarkan PSAK 106 paragraf 36 tentang akuntansi musyarakah, 
terdapat beberapa hal yang perlu disajikan oleh bank sebagai mitra pasif 
terkait dengan transaksi musyarakah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: 
1. Kas atau aset yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai 
investasi musyarakah. 
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan 
pada akhir nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari 
investasi musyarakah.          
d. Penyajian 
Berdasarkan PSAK 106 paragraf 36 tentang akuntansi musyarakah, 
terdapat beberapa hal yang perlu disajikan oleh bank sebagai mitra pasif 
terkait dengan transaksi musyarakah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: 
1. Kas atau aset yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai 
investasi musyarakah. 
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan 
pada akhir nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari 
investasi musyarakah. 
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e. Pengungkapan 
Berdasarkan PSAK 106 paragraf 37 dan PAPSI (2006), terdapat 
beberapa hal yang harus diungkap dalam transaksi musyarakah. Beberapa hal 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian 
hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain (PSAK 106 paragraf 
37a). 
2. Pengelola usaha, jika tidak ada, mitra aktif (PSAK 106 paragraf 37a). 
3. Rincian jumlah investasi musyarakah berdasarkan kas/non-kas, jenis 
penggunaan, dan sektor ekonomi (PAPSI, 2006). 
4. Jumlah investasi musyarakah yang diberikan kepada pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006). 
5. Jumlah investasi musyarakah yang telah direstrukturisasi  dan informasi 
lain tentang musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan 
(PAPSI 2006) 
6. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio 
investasi musyarakah (PAPSI, 2006). 
7. Besarnya investasi musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk 
setiap sektor ekonomi (PAPSI, 2006). 
8. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan 
penanganan investasi musyarakah bermasalah (PAPSI, 2006). 
9. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah 
bermasalah (PAPSI, 2006). 
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10. Ikhtisar investasi musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan 
saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas 
investasi musyarakah yang telah  dihapus bukukan, dan investasi 
musyarakah yang telah dihapus Tgih, serta saldo akhir investasi 
musyarakah yang dihapus buku (PAPSI, 2006). 
11. Kerugian atas penurunan nilai investasi musyarakah (apabila ada) 
(PAPSI 2006). 
 
2.2. Tinjauan Pustaka 
No  Nama peneliti 
dan tahun 
Judul 
penelitian  
Hasil penelitian  
1 Annaria M 
Marpaung dan 
Siti Ita Rosita 
(2012) 
Analisis 
Perlakuan 
Akuntansi 
Pendanaan 
Mudharabah 
Dalam 
Kaitanya 
dengan PSAK 
105 pada PT. 
Bank Jabar 
Banten Syariah 
Produk-produk pendanaan 
mudharabah yang ditawarkan 
oleh PT. Bank Jabar Banten 
syariah cabang Bogor 
merupakan dana pihak ketiga 
yang menjadi sumber pendanaan 
utama bagi PT.Bank Jabar 
Banter Syariah. 
PT. Bank Jabar Banten Syariah 
menentukan imbalan bagi hasil 
darin pendapatan bank atau 
penggunaan nasabah 
berdasarkan nishab yang 
ditetapkan antara kedua belah 
pihak. 
Menyajikan dana nasabah pada 
pos dana syirkah temporer di 
laporan neraca konsolidasi 
harian. 
Perlakuan akuntansi dilakukan 
sesuai aturan dan ketentuan yang 
berlaku.    
2 Partini (2009) Implementasi  
Pembiayaan 
Musyarakah 
Terhadap 
Prinsip dan syarat pembiayaan 
musyarakah di Bank Muamalat 
Indonesia Tbk., Cabang 
Surakarta sudah sesuai dengan 
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Prinsip 
Akuntansi 
Perbankan 
Syariah Pada 
PT. BANK 
Muamalat 
Indonesia Tbk. 
Cabang 
Surakarta 
prinsip syariah. 
Kegiatan operasional Bank 
Muamalat Indonesia Tbk, 
Cabang Surakarta sudah sesuai 
dengan  prinsip syariah. 
Pelayanan yang dilakukan oleh 
Bank Muamalat Indonesia  Tbk, 
Cabang Surakarta untuk 
nasabahnya sangat memuaskan. 
 
 
2.3. Alur Pembiayaan Musyarakah 
       Untuk menunjukan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh 
gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu alur 
pembiayaan musyarakah. Alur pembiayaan musyarakah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMT  
Keuntungan 
Modal 
Nasabah 
Proyek 
Modal  dan 
Skill 
27 
 
 
 
Keterangan dari alur pembiayaan musyarakah yaitu: 
1. Modal adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau 
menjalankan suatu usaha tertentu. 
2. Nasabah adalah orang yang menempatkan dananya di BMT dalam 
bentuk simpanan berdasarkan akad. 
3. Skill adalah suatu kemampuan, bakat, atau keterampilan yang ada di 
dalam diri setiap manusia. 
4. Proyek adalah sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar 
permintaan dari seseorang pebisnis atau pemilik pekerjaan yang ingin 
mencapai tujuan tertentu. 
5. Keuntungan adalah sebagai peningkatan kekayaan seorang investor 
sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang 
berhubungan dengan penanaman modal. 
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BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
1.1.Jenis Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BMT Yaqawiyyu 
Jatinom menggunakan musyarakah PSAK 106 didalam transaksi. Dari penelitian 
ini dapat diketahui apakah karyawan BMT Yaqawiyyu Jatinom benar-benar 
paham tentang akuntansi musyarakah PSAK 106 atau belum.  
Metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 
mengutamakan pengumpulan data dengan berlandaskan pada ungkapan apa-apa 
yang telah dieksplorasikan dan diungkapkan oleh para responden (Hadi, 2002:25). 
Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 
kepada responden (Fowler, F.J., 2004 dalam Sangadji, Mamang, et.al. 2010:28). 
Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil suatu 
objek penelitian yaitu karyawan BMT Yaqowiyyyu Jatinom. Metode penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan 
mendeskripsikan pendanaan musyarakah (PSAK 106) pada karyawan BMT 
Yaqowiyyu Jatinom. 
 
3.2.Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.2.1. Tempat Penelitian 
Lokasi penelitian  ini dilakukan pada BMT Yaqawiyyu Jatinom, di JI. 
Pasar Gabus Jatinom Klaten 57481 Telp (0272) 337391 Fax (0272) 337391 
Email: bmtyaqawiyyu@yahoo.co.id 
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3.2.2. Waktu Penelitian 
Waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan proposal penelitian 
sampai terlaksananya penelitian ini,. 
3.3. Subyek dan Informan Penelitian 
3.3.1. Subyek Penelitian 
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah karyawan BMT 
Yaqawiyyu Jatinom.  
3.3.2.  Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh 
pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan 
memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 
2007:111). 
Peneliti menggunakan teknik sampling yang bernama Snowball sampling 
dengan menggunakan teknik tersebut peneliti selain memperoleh informasi atau 
data detail, juga jumlah responden-penelitian. Sebagai suatu konsep, Snowball 
sampling merupakan pelabelan (pemberian nama) terhadap suatu aktivitas ketika 
peneliti mengumpulkan data dari suatu resposnden ke responden lain yang 
memenuhi kriteria, melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika tidak ada 
informasi baru lagi. Karena digunakannya wawancara mendalam ini maka, 
penelitian kualitatif subyek penelitiannya tidak lebih dari 50 responden. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Williamson et.al (1982: 184-185), 
“...the typical intensive interview study is based on fewer than fifty respondents, 
where as the typical survey is based on several hudreds. Intensive interviewing 
30 
 
 
 
(in-depth interview) studies are generally based on small, non probability 
samples”. Kurang lebih artinya, ciri khas dari wawancara mendalam didasarkan 
pada jumlah responden yang kurang dari 50 responden, sedangkan ciri dari 
penelitian survey berkisar ratusan responden (Patilima, 2010). 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
3.4.1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, 
dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan 
menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dapat 
berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan 
hasil pengujian (Indriartono dan Supomo, 2009). Data primer didapatkan dengan 
cara mewawancarai langsung karyawan BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
 
3.4.2Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak 
langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur 
organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain 
sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder 
di peroleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan 
dicatat dari pihak lain (Indrianto dan Supomo, 2009). Data yang diperoleh untuk 
menganalisis data yang telah terkumpul. 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 
3.5.1. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana 
pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek 
penelitian atau responden. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud 
untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, 
perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai 
(interview). 
3.5.2. Observasi 
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian mausia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2007:118). 
Ditinjau dari model, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1. Observasi langsung (direct observation) yang dilakukan untuk menalaah 
subjek atau objek penelitian yang sulit diprediksi. 
2. Observasi mekanik (mechanical observation) yaitu suatu model observasi yang 
dilakukan dengan bantuan peralatan mekanik, seperti: kalkulator, video, 
kamera, foto, dan lain-lain. 
Ditinjau dari cara melakukan observasi, maka, menurut Indriantoro dan 
Supomo (2009), pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
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1. Hidden observation yaitu cara observasi, dimana subjek yang diteliti tidak 
mengetahui kalau dirinya sedang diteliti. Cara seperti ini dimaksudkan agar 
perilaku atau kejadian yang diamati dapat berlangsung dengan wajar atau 
alami, dan untuk menghindari perilaku reaktif dari subjek yang diteliti. Dalam 
hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat, sehingga dia memfungsikan 
dirinya sebagai anggota pura-pura dan tidak melebur secara total. 
2. Visible observation yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung dan 
subjek yang diteliti mengetahui jika dirinya sedang diamati oleh peneliti. 
Peranan peneliti telah diketahui secara umum oleh anggota organisasi bisnis, 
sehingga subjek mengetahui kalau dirinya sedang diamati. 
Observasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan cara pada 
saat diwawancarai responden tahu kalau sedang diteliti kalau observasi tidak 
langsung penulis melihat dari gerak-gerik responden bagaimana cara menjawab 
pertanyaan yang diajukan penulis pada saat wawancara. 
 
3.5.3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang 
ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan 
informasi melalui pihak kedua. Dokumentasi yang didapat pada saat penelitian 
dengan cara merekam dengan handycam pada saat wawancara. 
 
3.5.4. Studi literatur 
Studi literatur adalah kegiatan yang meliputi mencari secara literatur, 
melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 
33 
 
 
 
akan diteliti. Dokumen bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil-hasil penelitian 
yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti (Sangadji, 
Mamang, et.al, 2010: 169-170). Data sudah diperoleh semua lalu dianalisis 
dengan cara setelah mendapatkan jawaban dari responden lalu dicocokkan dengan 
teori di buku. 
 
3.5.5.  Triangulasi 
Moleong (2012) mengungkapkan bahwa, “Triangulasi data adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data 
itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut”. 
Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi empat macam 
yaitu: 
1. Triangulasi dengan Sumber 
Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan 
memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat 
yang berbeda. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara membandingkan 
data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan 
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
2. Triangulasi dengan Metode 
Triangulasi ini dilakukan melalui proses pengecekan informasi yang 
merupakan hasil penemuan pada saat penelitian yang menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan 
pada beberapa sumber data dengan cara yang sama yaitu dengan triangulasi 
metode. 
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3. Triangulasi dengan Penyidik 
Teknik ini melibatkan pengamat di luar peneliti itu sendiri untuk 
memeriksa kembali keakuratan data yang diperoleh. Hal ini bermanfaat 
untuk mengurangi tingkat ketidakakuratan data pada penelitian. Teknik 
triangulasi ini juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil 
penelitian antar peneliti dengan obyek penelitian yang sama. 
4. Triangulasi dengan Teori 
Triangulasi dengan teori menggunakan dasar berupa teori yang 
berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Pada saat fakta tidak dapat 
diperiksa kebenarannya dengan satu atau lebih teori, maka harus dicari 
penjelasan pembanding yang dapat dilakukan dengan menyertakan usaha 
pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin 
mengarahkan pada upaya penelitiaan lainnya. 
Teknik triangulasi menggunakan teknik pengumpulan data yang 
berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 
menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi 
sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 
dengan teknik yang sama, Indranata (2008). 
3.6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada 
adanya hubungan semantis antar variable yang sedang diteliti. Tujuannya ialah 
agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat 
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digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.Prinsip 
pokok teknik analisis kualitatif yaitu mengolah dan menganalisis data-data yang 
terkumpul menjadi data sistematik, teratur, dan mempunyai makna, Arief (2010). 
Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang 
sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model 
interaktif yang sebagaimana dibuat oleh Miles dan Huberman. Menurut 
Huberman (1992) bahwa dalam data kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut: pengumpulan data, yaitu reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (Conclusion drawing). 
1. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 
diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 
2. Penyajian data (data display) 
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 
disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 
kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk 
catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.Semua dirancang 
guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti 
dalam bentuk yang kompak. 
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3. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing) 
Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pengambilan konklusi 
secara teliti, jelas dan memiliki landasan yang kuat atau pengujian validitas 
makna data agar kesimpulan yang diambil lebih kokoh dan dapat digunakan 
untuk mengambil tindakan. 
Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data-
data melalui pengamatan, wawancara dengan para informan dilengkapi 
dengan dokumen yang ada kemudian penulis melakukan analisa terhadap 
data-data tersebut. Analisa ini dilakukan dengan klasifikasi, melakukan 
wawanacara kemudian data-data yang diperoleh ditelaah dengan alasan-
alasan yang logis dan relevan, sehingga tetap mengacu pada referensi-
referensi yang digunakan. 
Setelah menelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang 
dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.Abstraksi merupakan usaha 
membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang 
perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya 
menyusun dalam satuan-satuan.Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan 
pada langkah berikutnya.Kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat 
koding. Tahap akhir ini dari analisa data ini adalah mengadakan 
pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap 
penafsiran data dalam mengolah data hasil sementara. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 
dimana penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlakuan akuntansi 
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pembiayaan musyarakah dalam kaitannya dengan PSAK 106 pada BMT 
Yaqawiyyu Jatinom. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Sejarah BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten 
          Dalam pembangunan jangka panjang kedua, pemerintah telah 
bertekad untuk menciptakan perekonomian yang mandiri dan mantap atas dasar 
kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat dan 
pemerataan. Hal dijabarkan dalam arah pembangunan ekonomi yaitu, terwujudnya 
perekonomian nasional yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi 
untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara laras, adil dan merata. 
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk peningkatan 
pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan 
sosial. 
         Struktur ekonomi saat ini menunjukkan bahwa, masih terdapat lebih dari 80 
juta rakyat yang kehidupannya serba kekurangan dan ketertinggalan yang perlu 
mendapat perhatian. Selain itu masih terdapat 34,8 juta pengusaha kecil dan kecil 
bawah yang belum mempunyai akses ekonomi secara luas, sehingga perlu 
mendapat dukungan berbagai pihak. Dalam penguasaan aset ekonomi terjadi 
kesenjangan yang sangat dalam, yaitu 80% aset ekonomi dikuasai oleh sekitar 
20% pengusaha Indonesia, dan sisanya 20% aset ekonomi nasional dikuasai oleh 
sekitar 80% rakyat.  
Kondisi ini berdampak kurang baik terhadap stabilitas ekonomi, politik dan 
kesinambungan pembangunan. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan 
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kesenjangan sosial tersebut, BMT Yaqawiyyu Jatinom sebagaib lembaga yang 
strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat dengan melakukan 
pembinaan terdapat kelompok-kelompok usaha produktif yang tersebar di seluruh 
lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. 
Dengan pembinaan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat 
memberdayakan ekonomi rakyat lapisan bawah, sehingga dapat memicu 
mayarakat dan menggali dalam memanfaatkan potensi eonomi yang dimilikinya, 
sehingga menjadi kekuatan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa, 
terutama dalam mengatasi kemiskinan. 
         Dalam hal ini, BMT Yaqawiyyu Jatinom berperan sebagai lembaga yang 
mengakomodasikan kekuatan ekonomi rakyat dalam rangka mengoptimalkan dan 
mengembangkan, sehingga terjadi sinergi yang baik dalam rangka pembangunan 
bangsa. 
Pada tanggal 28 April 1997 M yang bertepat dengan tanggal 02 Dzulhijjah 
1417 H telah dibentuk BMT Yaqawiyyu Jatinom di wilayah kerja Kecamatan 
Jatinom Kabupaten Klaten beralamat di JI. Pasar Gabus Jatinom Klaten 57481 
Telp (0272) 337391 Fax (0272) 337391 Email: bmtyaqawiyyu@yahoo.co.id, dan 
dalam proses pembangunan BMT Yaqawiyyu Jatinom akan dikembangkan di 
seluruh pelosok wilayah Kecamatan Jatinom, sehingga BMT Yaqawiyyu Jatinom 
akan mampu menghimpun aspirasi dan potensi masyarakat secara optimal serta 
mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat dengan sebaik-baiknya. 
Tujuan didirikannya BMT Yaqawiyyu Jatinom adalah : 
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1. Menumbuhkan kembangkan semangat kebersamaan dan tradisi 
menabung di kalangan umat Islam Jatinom dan sekitarnya. 
2. Menyediakan modal pengembangan usaha produktif dalam rangka 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. 
3. Mempraktekkan sistem ekonomi berdasarkan syari‟at Islam. 
4. Mendorong dan menumbuhkembangkan dana zakat, infaq dan shodaqoh 
(ZIS) sebagai upaya mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si 
miskin. 
5. Mengurangi dan menghilangkan berbagai praktek lintah darat (rentenir) 
yang banyak terdapat di Kecamatan Jatinom dan sekitarnya. 
Sasaran utama BMT Yaqawiyyu Jatinom adalah : 
1. Sasaran berdasarkan besarnya usaha, meliputi usaha kecil bawah yaitu 
usaha dengan omset lebih kecil dari Rp. 100.00,- tanpa mengesampingkan 
inkubasi bagi usaha kecil yaitu usaha dengan omset antara Rp. 100.000 
sampai dengan Rp. 1 juta sebulan. 
2. Sasaran berdasarkan jenis usaha, yaitu pengembangan usaha di bidang 
keuangan dengan sistem bagi hasil, utamanya simpan pinjam serta 
pengembangan usaha sektor tersebut, maka diharapkan dapat dicapai 
tujuan secara maksimal. 
Visi yang diemban oleh Baitul Maal Wat-Tamwil Yaqawiyyu Jatinom Klaten 
adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota BMT. Sedangkan misi Baitul 
Maal Wat-Tamwil Yaqawiyyu adalah menerapkan prinsip-prinsip syari‟ah 
dalam kegiatan ekonomi dan memberdayakan pengusaha kecil dan bawah. 
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4.1.2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi dibentuk untuk mengatur kinerja dan hubungan tata 
kerja, sehingga terbentuk suatu jalinan hubungan kerja yang harmonis 
dari masing-masing bagian maupun karyawan. Dengan struktur 
organisasi yang dibuat diharapkan akan mampu tercipta efesiensi kerja 
yang tinggi. Struktur organisasi BMT Yaqawiyyu Jatinom sebagai 
berikut : 
                                           Gambar 3.1 
STRUKTUR ORGANISASI BMT YAQAWIYYU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badan Pengawas 
Syariah 
Pengurus Badan Pengawas 
Managemen 
Manager 
Dewan Pendiri 
Pengurus Pengurus 
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4.1.3. Kemampuan BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Dalam usia yang relatif muda, BMT Yaqawiyyu Jatinom telah memiliki 
kemampuan yang cukup besar dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan, 
karena BMT Yaqawiyyu Jatinom didukung oleh sumber daya manusia yang 
profesional yang telah terbiasa bekerja serta bekerjasama dengan pihak 
pemerintahan, swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya 
masyarakat, serta mampu memotivasi dan menggalang masyarakat untuk 
membangun perkonomiannya lebih baik. 
1. Pengembangan Masyarakat 
BMT Yaqawiyyu Jatinom telah berhasil melakukan pengembangan 
masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam 
memanfaatkan dan mengolah sumber daya ekonomi. 
2. Keswadayaan 
Di kalangan masyarakat, terutama kalangan bawah telah bangkit kesadaran 
dan semangat untuk mandiri, serta memanfaatkan potensi yang ada si sekitarnya 
secara baik dan optimal. Dengan semangat tersebut, BMT Yaqawiyyu Jatinom 
mengupayakan permodalan dan pengetahuan manajemen dalam produktivitasnya. 
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat 
Melalui pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha, yaitu bantuan 
permodalan, manajemen produksi, penerapan teknologi, pengembangan pasar, 
konsultasi berusaha, dan lain-lain sehingga masyarakat meningkatkan 
produktivitas kegiatan usahanya dengan baik dan optimal. 
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4. Pengembangan SDM 
Bertitik tolak pada keswadayaan masyarakat, membutuhkan SDM yang 
handal, penuh dedikasi dengan ketrampilan yang tinggi akan memperkuat dalam 
pengelolaan BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
5. Peran serta wanita dan pemuda 
Menumbuhkembangkan BMT Yaqawiyyu Jatinom yang diaujukan usaha 
kecil dengan sendirinya mengjangkau masyarakat, sebagian besar pengusaha yang 
sangat kecil terdiri dari kaum wanita dan pemuda, sehingga pengelola BMT 
Yaqawiyyu Jatinom perlu melibatkan wanita dan pemuda. 
4.1.4. Kegiatan yang Telah Dilakukan BMT Yaqawiyyu Jatinom 
Kegiatan yang telah dilakukan BMT Yaqawiyyu Jatinom yang 
berhubungan dengan masyarakat bawah dalam upaya mengatasi kesenjangan 
ekonomi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
1. Sosialisasi 
Dalam upaya penyebaran informasi melalui jalur dan dukungan dari berbagai 
pihak, baik pemerintahan, swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya 
masyarakat dan kalangan masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi suatu kekuatan 
dalam mengembangkan dan merealisasikan program kerjanya. 
2. Pelatihan 
Tindak lanjut sosialisasi dalam rangka mengakomodir aspirasi yang berkembang 
perlunya pelatihan, yaitu : 
a. Pelatihan untuk manajer usaha kecil 
b. Pelatihan untuk usaha kecil 
45 
 
 
 
c. Pelatihan skim kredit bagi usaha kecil 
d. Pelatihan kewiraswastaan/ kewirausahaan 
3. Pembinaan 
Pengusaha kecil yang mendapat pembinaan dari BMT Yaqawiyyu Jatinom 
dibina melalui pembentukan Kelompok Usaha Muamalat (POKUSMA) dengan 
memperkuat basik manajemennya dan mengembangkan akses pemasaran. 
4. Kerjasama 
Sampai saat ini, BMT Yaqawiyyu Jatinom menjalin kerja sama kemitraan 
dengan berbagai pihak, antara lain : 
a. PINBUK 
b. Muamalah Center / Kontak Muamalah 
c. Depkop dan PKM serta Deperindag 
d. Pengusaha kecil di wilayah kerja BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
4.1.5. Penerapan Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Nasabah 
Untuk meningkatkan nasabah BMT Yaqawiyyu Jatinom melakukan 
berbagai upaya pemasaran di wilayah Kecamatan Jatinom yang difokuskan 
melalui aspek promosi, pelayanan dan persaingan tingkat suku bunga kredit. 
1. Promosi 
Promosi gencar dilakukan oleh BMT Yaqawiyyu Jatinom karena tanpa 
adanya promosi maka masyarakat tidak akan tahu dan mengenal apa dan 
bagaimana BMT Yaqawiyyu Jatinom itu. Karena kesadaran BMT Yaqawiyyu 
Jatinom akan hal tersebut, maka banyak cara yang dilakukan untuk 
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mempromosikan dan mensosialisasikan keberadaan dan usaha BMT Yaqawiyyu 
Jatinom itu dengan menggunakan berbagai macam media promosi. 
2. Pelayanan 
Pelayanan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dengan promosi 
karena promosi tanpa diikuti dengan pelayana (service) yang baik akan menjadi 
percuma. Pelayanan secara tidak langsung memegang peranan penting dalam 
promosi. Kalau melalui promosi masyarakat bisa mengenal BMT Yaqawiyyu 
Jatinom maka melalui pelayanan yang baik, masyarakat yang sudah mengenal dan 
menjadi nasabah akan mendapat kesan baik itu kepada lingkungan sosialnya 
sehingga kesan baik itu akan menimbulkan minat dan ketertarikan anggota 
masyarakat lainnya untuk mencoba menggunakan jasa BMT Yaqawiyyu Jatinom. 
3. Suku Bunga 
Melalui usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh BMT Yaqawiyyu Jatinom 
khususnya dalam hal pemberian kredit, koperasi mendapat imbal balik atas jasa 
pemberian kredit tersebut atau yang lebih sering diistilahkan sebagai bunga kredit. 
Di tengah menjamurnya usaha serupa, BMT Yaqawiyyu Jatinom berusaha 
keras untuk tetap menjaga eksistensinya agar tidak terlindas oleh pesaingnya. 
Salah satu usaha untuk mempertahankan keeksistensian tersebut adalah dengan 
memberikan tingkat suku bunga yang kompetitif atas pinjaman nasabah.  
Suku bunga yang terlalu tinggi atau lebih tinggi dari pesaing akan 
mengakibatkan larinya nasabah ke pesaing, sedangkan suku bunga yang terlalu 
rendah akan membuat BMT Yaqawiyyu Jatinom sulit berkembang sehingga untuk 
bisa mewujudkan tingkat suku bunga kredit yang kompetitif maka BMT 
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Yaqawiyyu Jatinom sedapat mungkin menekan biaya operasional sampai level 
terendah yang masih memungkinkan untuk menutupi biaya operasional dan 
kemudian menetapkan suku bunga terendah yang mampu diberikan oleh BMT 
Yaqawiyyu Jatinom kepada nasabah yang dalam hal ini ditetapkan sebesar 5% 
dengan sistem bunga menurun yang diharapkan lebih terjangkau oleh kemampuan 
nasabah dalam melakukan angsuran kreditnya. 
4.2.HasilPenelitian 
 Hasil penellitian yang di dapatkan dari bapak Ali Mustofa yaitu dapat di 
simpulkan bahwa: 
1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau 
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra. 
2. Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam bentuk, kas dinilai sebesar 
jumlah yang an aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas. 
3. Perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yaitu tidak dapat 
diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan 
dari seluruh mitra musyarakah. 
4. Saat akad diakhiri yang belumdikembalikan kepada mitra maka oleh 
mitra akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. 
Sedangkan hasil penelitian yang di dapat dari bapak Muhammad Hidayat yaitu: 
a. Pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode yaitu laba 
diakui dengan periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang 
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disepakati danrugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan 
mengurangi pembiayaan musyarakah. 
b. Pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode maka laba diaui 
dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan rugi 
diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan 
kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 
c. Bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra maka rugi 
tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha masyarakat. 
d. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad diatur 
yaitu bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen sebesar nilai 
historis, bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai 
sebesar nilai historis sesudah dikurangi dan jika akad musyarakah belum 
jatuh tempo diakhiri. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Melalui pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha. 
2. Menumbuhkembangkan BMT Yaqawiyyu Jatinom yang diaujukan usaha 
kecil dengan sendirinya mengjangkau masyarakat. 
3. BMT Yaqawiyyu Jatinom berusaha keras untuk tetap menjaga eksistensinya 
agar tidak terlindas oleh pesaingnya. Salah satu usaha untuk mempertahankan 
keeksistensian tersebut adalah dengan memberikan tingkat suku bunga yang 
kompetitif atas pinjaman nasabah. Suku bunga yang terlalu tinggi atau lebih 
tinggi dari pesaing akan mengakibatkan larinya nasabah ke pesaing. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran antara 
lain: 
1. Sebaiknya BMT Yaqawiyyu Jatinom memberikan penjelasan mengenai akad 
musyarakah yang masih sedikit peminatnya. 
2. Sebaiknya nasabah juga menegtahui mengenai akad musyarakat yang saat ini 
masih sedikit peminatnya. 
 
 
50 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Wasilah, Sri N. (2008). Akuntansi syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat 
 
Yaya, Rizal. (2009). Akuntansi perbankan syariah teori dan praktik kontemporer. 
Jakarta: Salemba Empat. 
Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: 
Kencana. 
Hadi, Syamsul. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan 
Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia 
Supardi.2005. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press 
Yogyakarta                       
Suyono, dan Hariyanto, (2011), Belajar dan Pembelajaran Teori Dan Konsep 
Dasar.Bandung:   PT REMAJA ROSDAKARYA 
Sangadji, Etta M, et.al. (2010). Metodologi Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. 
Yogyakarta: Andi Offset. 
Depdikbud. (2005).  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 
Muhammad. (2005).  Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2. Jakarta: Salemba 
Empat 
Harahap, S. S. (1997). Akuntansi islam. Jakarta: Bumi Aksara. 
 
Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). EDKDPPLKS PSAK 101-106. Jakarta: 
Salemba Empat. 
 
Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntan Keuangan Per 1 Juli 
2009.Jakarta: Salemba Empat. 
Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). PSAK Revisi Tahun 2011. Jakarta: Salemba 
Empat. 
Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). PSAK  Revisi Tahun 2012. Jakarta: Salemba 
Empat. 
Nurhayati,S dan Wasilah. (2011).  Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 2. 
Jakarta: Salemba Empat.  
Sangadji, Mamang dan Sopiah( 2010).  Metodologi penelitian. Yogyakarta: 
ANDI. 
51 
 
 
 
Sugiyono. (2012).  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi 
(Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. 
Suharso, dan Retnoningsih. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: 
Widya Karya. 
 
Harahap, S.S. (2011). Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers. 
 
Soemarsono. (2003) Akuntansi Suatu Pengantar: Buku 2, Edisi 5. Jakarta:  
Salemba Empat.  
 
Soemarso. (2004). Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Triyuwono,I. (2006). Akuntansi Syariah, PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Patilima, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. 25 November 2015. www. 
Eurekapendidikan.com. 
Marpaung, dan Rosita (2012). Mudharabah Dakam Kaitannya dengan PSAK pada 
PT. Bank Jabar Banten Syariah. Jurnal, vol 12 pp 110-118. 
Partini, (2009). Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Prinsip 
Akuntansi Perbakan Syariah Pada PT. BANK Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
Lampiran 1      
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Kapan pembiayaan musyarakah diakui? 
2. Bagaimana pengukuran pembiayaan musyarakah? 
3. Bagaimana perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah? 
4. Bagaimana saat akad akan diakhiri yang belum dikembalikan kepada 
mitra? 
5. Bagaimana pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode 
pelaporan ? 
6. Bagaimana pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode 
pelaporan? 
7.  Bagaimana bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra? 
8. Bagaimana pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah 
akad diatur dalam PSAK 106? 
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                                                      Hasil Wawancara 
Informan          : Bapak Ali Mustofa 
Hari/tanggal     : Senin, 6 Februari 2017 
1. Kapan pembiayaan musyarakah diakui? 
Jawab: Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau 
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra. 
2. Bagaimana pengukuran pembiayaan musyarakah? 
Jawab: Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam bentuk, kas dinilai 
sebesar jumlah yang an aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas. 
3. Bagaimana perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah? 
Jawab: Perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yaitu tidak 
dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada 
persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 
4. Bagaimana saat akad akan diakhiri yang belum dikembalikan kepada 
mitra? 
Jawab: saat akad diakhiri yang belumdikembalikan kepada mitra maka 
oleh mitra akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. 
5. Bagaimana pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode 
pelaporan ? 
Jawab: pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode yaitu 
laba diakui dengan periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang 
disepakati dan 
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rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi 
pembiayaan musyarakah. 
6. Bagaimana pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode 
pelaporan? 
Jawab: pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode maka 
laba diaui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, 
dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai 
dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 
7.  Bagaimana bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra? 
Jawab: bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra maka 
rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha masyarakat. 
8. Bagaimana pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah 
akad diatur dalam PSAK 106? 
Jawab: pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad 
diatur yaitu bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen sebesar 
nilai historis, bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai 
sebesar nilai historis sesudah dikurangi dan jika akad musyarakah belum 
jatuh tempo diakhiri. 
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Informan        : Muhammad Hidayat 
Hari/tanggal   : Senin, 6 Februari 2017 
1. Kapan pembiayaan musyarakah diakui? 
Jawab: Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau 
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra. 
2. Bagaimana pengukuran pembiayaan musyarakah? 
Jawab: Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam bentuk, kas dinilai 
sebesar jumlah yang an aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas. 
3. Bagaimana perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah? 
Jawab: Perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yaitu tidak 
dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada 
persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 
4. Bagaimana saat akad akan diakhiri yang belum dikembalikan kepada 
mitra? 
Jawab: saat akad diakhiri yang belumdikembalikan kepada mitra maka 
oleh mitra akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. 
5. Bagaimana pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode 
pelaporan ? 
Jawab: pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode yaitu 
laba diakui dengan periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang 
disepakati dan 
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rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi 
pembiayaan musyarakah. 
6. Bagaimana pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode 
pelaporan? 
Jawab: pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode maka 
laba diaui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, 
dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai 
dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 
7.  Bagaimana bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra? 
Jawab: bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra maka 
rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha masyarakat. 
8. Bagaimana pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah 
akad diatur dalam PSAK 106? 
Jawab: pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad 
diatur yaitu bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen sebesar 
nilai historis, bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai 
sebesar nilai historis sesudah dikurangi dan jika akad musyarakah belum 
jatuh tempo diakhiri. 
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Informan        : Mustaqim 
Hari/tanggal   : Senin, 6 Februari 2017 
1. Kapan pembiayaan musyarakah diakui? 
Jawab: Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau 
penyerahan aktiva non-kas kepada mitra. 
2. Bagaimana pengukuran pembiayaan musyarakah? 
Jawab: Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam bentuk, kas dinilai 
sebesar jumlah yang an aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas. 
3. Bagaimana perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah? 
Jawab: Perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yaitu tidak 
dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada 
persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 
4. Bagaimana saat akad akan diakhiri yang belum dikembalikan kepada 
mitra? 
Jawab: saat akad diakhiri yang belumdikembalikan kepada mitra maka 
oleh mitra akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. 
5. Bagaimana pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode 
pelaporan ? 
Jawab: pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode yaitu 
laba diakui dengan periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang 
disepakati dan 
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rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi 
pembiayaan musyarakah. 
6. Bagaimana pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode 
pelaporan? 
Jawab: pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode maka 
laba diaui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, 
dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai 
dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 
7.  Bagaimana bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra? 
Jawab: bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra maka 
rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha masyarakat. 
8. Bagaimana pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah 
akad diatur dalam PSAK 106? 
Jawab: pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad 
diatur yaitu bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen sebesar 
nilai historis, bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai 
sebesar nilai historis sesudah dikurangi dan jika akad musyarakah belum 
jatuh tempo diakhiri. 
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Lampiran 2 
Jadwal Penelitian 
No  Bulan Okt Jan Maret Nov Des Jan „17 Feb „17 
 Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1 Penyusunan 
Proposal  
x x x x x x x x                   
2 Konsultasi   x x x x x x x x x x x x x x x x x x       
3 Penyusunan Bab I-
III  
                x x x x       
4 Pengumpulan Data             x x x x           
5 Analisis Data                 x x x         
6 PenulisanAkhirNa
skahSkripsi 
               x x x x x       
7 PendaftaranMunaq
asah 
                    x      
8 Munaqasah                        x   
9 RevisiSkripsi                        x x x 
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Lampiran 4 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama    : Rizqi Minfadhlillah 
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 09Agustus 1992 
Alamat Asal : Ngawinan RT03/03 Jurangjero Karanganom Klaten 
Alamat Domisili  :Ngawinan RT03/03 Jurangjero Karanganom Klaten 
Telepon   : 085728568202 
E-Mail    : rminfadhlillah@gmail.com 
Status     : Belum Menikah 
Agama    : Islam  
Latar Belakang Pendidikan :  
 
NamaSekolah Kota  Tahun 
TK BA Islamiyah Klaten 1997-1999 
MI Islamiyah Klaten 1999-2005 
SMPN 2 Karanganom Klaten 2005-2008 
MAN 2 Klaten Klaten 2008-2011 
IAIN Surakarta  Sukoharjo 2011- Sekarang 
 
 
 
 
